
BABI 

PENDAHULUAN 

Tanah merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup dan 

penghidupan bangsa dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang 

terbagi secara adil dan merata, maka tanah adalah untuk diusahakan atau 

digunakan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata. Sehubungan dengan itu, 

penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaannya perlu 

diatur agar terj amin kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatannya 

serta sekaligus terselenggara perlindungan hukum bagi rakyat banyak, terutama 

golongan petani, dengan tetap mempertahankan kelestarian kemampuannya dalam 

mendukung kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. 

Di samping itu tanah merupakan sumber daya yang penting bagi 

masyarakat, baik sebagai media tumbuh tanaman, maupun sebagai ruang (space) 

atau wadah tempat melakukan berbagai kegiatan. Tanah juga merupakan salah 

atu faktor produksi yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan pembangunan 

suatu bangsa. 1 Tanah dalam masa pembangunan bertambah penting artinya, 

karena adanya peningkatan volume pembangunan dalam bidang-bidang pertanian, 

industri modem, perumahan, kelestarian lingkungan hidup, pengamanan sumber 

1 Effendi Perangin-Angin, Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang 
P. ktisi Hukum, Rajawali, Jakarta, 1986, hal 122 
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ekayaan alam, kesejahteraan sosial dan lain-lain. Hal ini semakin komplek bila 

. raitkan dengan pertambahan penduduk yang memerlukan areal yang luas, 

omatis mengakibatkan mengecilnya atau berkurangnya persediaan tanah. 

Indonesia telah memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang 

rtanahan yaitu dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1 960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria yang biasa disebut UUPA, yang mulai berlaku sejak 

ggal 24 September 1 960. 

Dalam usianya yang mencapai 51 tahun, ada lima masalah di bidang 

rtanahan yang sering mencuat ke permukaan, yaitu fungsi sosial tanah (Pasal 6), 

atas maksimum pemilikan tanah (Pasal 7), pemilikan tanah Absentee/guntai 

'asal 10), monopoli pemilikan tanah (Pasal 1 3), dan penetapan ganti rugi tanah 

tuk kepentingan umum (Pasal 18). Kelima hal ini baik secara langsung maupun 

· ·dak memicu munculnya berbagai bentuk konflik pertanahan, yang tidak mudah 

,· elesaikan. Masalah menjadi semakin rumit, karena gencarnya aktivitas 

·· bangunan menyebabkan terlupakannya unsur keadilan di bidang pertanahan. 

Salah satu aspek penting dalam hal hukum tanah adalah pelaksanaan 

ertifikasi pertanahan. Sertifikasi pertanahan memiliki aspek penting dalam 

� m pertanahan itu sendiri, selain sebagai tanda pembuktian pemilikan hak atas 

� "dang tanah, maka sertifikasi pertanahan juga memberikan nilai tambah 

usnya nilai tanah itu sendiri. Oleh sebab itu maka pelaksanaan administrasi 

.....,.,.-t., ,,., ahan perlu dikelola sedemikian rupa oleh suatu badan yang dikehal dengan 
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